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BAB 1
KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Dr. Wina Paul, SE.,, MM
STAI Sabili Bandung

A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu sistem
ekonomi yang berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari
keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Qur’an, as-Sunnah, ljma’ dan Qiyas
(Nasution, 2006). Nilai-nilai Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan
Allah SWT dalam Qs, Al-Maidah ayat 3 yang artinya: “Pada hari ini telah Ku
sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepada-Mu
nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang
siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Secara etimologi ekonomi berasal dari bahasa yunani yaitu Oikononemia.
Yang terdiri dari dua kata Oikos yang berarti rumah dan Nomos yang berarti
aturan. Aoikonomea yang artinya aturan rumah tangga. Ekonomi adalah
upaya rumah tangga untuk memenuhi berbagai kebutuhannya (Syekh, 2013).
Dapat juga dimaknai sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara
pengelolaan suatu rumah tangga (Aziz, 2008).

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan al Igtisad,
yang berarti hemat, dengan penghitungan, juga mengandung makna
rasionalitas dan nilai secara implisit (Aziz, 2008). Sebagaimana Baqr ash-Shadr
dengan istilahnya yang terkenal dengan iqtisoduna yang mempunyai arti
ekonomi kita.

Dawam Raharjo dalam bukunya Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi
menjelaskan pengertian ekonomi Islam terdapat tiga kemungkinan penafsiran
tentang istilah “Ekonomi Islam”. Pertama, yang dimaksud adalah ilmu
ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, sistem
ekonomi Islam, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat
atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Penafsiran yang
ketiga adalah sebagai “perekonomian Islam” (Raharjo, 1999).
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BAB 2
KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN

Wati Rahayu, M.E.
STIE Gema Widya Bangsa

A. LEMBAGA KEUANGAN

Sistem keuangan yang dibangun oleh suatu negara tidak terlepas dari
sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Secara umum sistem
ekonomi terbagi menjadi 3, yakni: 1. Sistem Ekonomi Kapitalis, 2. Sistem
Ekonomi Sosialis, dan 3. Sistem Ekonomi Islam. Pada umumnya negara-
negara yang ada di dunia saat ini menganut Sistem ekonomi Kapitalis dan
hanya beberapa negara saja yang menganut sistem ekonomi sosialis murni
seperti Korea Utara dan Kuba adapun Cina saat ini tidak menggunakan sistem
ekonomi sosialis secara murni karena dalam pemerintahan masih
menggunakan sistem sosialis, namun untuk perekonomian Cina mulai
mengadaptasikan perekonomiannya kepada sistem Kapitalis. Sehingga Cina
dikatakan sebagai negara kapitalis dari Timur. Adapun sistem ekonomi Islam,
saat ini tidak ada satupun negara yang mengadopsinya secara total, hanya
saja di beberapa negara seperti Indonesia, Arab saudi dan beberapa negara
yang mayoritas penduduknya beragama Islam mulai mengadaptasikan
sebagian hukum islam ke dalam sistem perekonomian kapitalis terutama
penerapannya pada Lembaga Keuangan.

Lembaga Keuangan pada masa Islam berbeda dengan Lembaga keuangan
yang ada saat ini. Nabi Solallahu A’laihi Wassalam ketika menjadi kepala
negara hanya menggunakan sistem lembaga keuangan terpusat yakni Baitul
Mal. Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang
diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslimin yang berhak
menerimanya. Dengan kata lain baitul mal adalah tempat penampungan dan
pengeluaran harta yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Adapun
harta yang dikelola oleh Baitul Mal diantaranya adalah; Anfal, ghanimah,
khumus, kharaj, jizyah, berbagai harta milik umum, harta milik negara, usyur,
harta yang didapat secara tidak sah, khumus barang temuan dan barang
tambang, harta kelebihan sisa waris, harta orang murtad, pajak dan harta
zakat. Dengan sistem perusat, negara Islam saat itu mampu mensejahterakan
rakyatnya tanpa harus melakukan berbagai pelanggaran seperti riba.
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BAB 3
BANK SYARIAH

Maryati

A. PENDAHULUAN

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah Bank yang
beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah
Lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya
dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits. Atau dengan kata
lain, Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran
serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip
syariat Islam.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam
kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka
Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa
perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara
bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara
sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk
meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian
Nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan
prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling
menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek
keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-
nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari
kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan
beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema
keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem
perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka
pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki
landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya
secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif,
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BAB 4
ASURANSI SYARIAH

Frilla Gunariah, S.M., M.E.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

A. KONSEP ASURANSI SYARIAH

Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu persetujuan di mana
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi,
untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang
diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih
dahulu.

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung
(perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan
menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar
sejumlah pertanggungan manakala tertanggung:

a. Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan
yang di asuransi kan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan.
b. Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.

Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah konsep
keadilan, kebersamaan, dan ketidakpastian. Beberapa karakteristik utama
asuransi syariah melibatkan penghindaran riba (bunga), ketidakpastian
(gharar), dan unsur-unsur yang tidak etis.

B. PRINSIP ASURANSI SYARIAH
Berikut adalah beberapa prinsip dasar asuransi syariah:

1. Takaful (Kebersamaan): Asuransi syariah mengikuti prinsip kebersamaan
atau takaful. Peserta asuransi (nasabah) menyumbangkan premi mereka
ke dalam dana bersama yang disebut "Tabarru". Dana ini digunakan
untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian atau musibah.

2. Prinsip Mudharabah: Hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi
diatur oleh prinsip mudharabah, di mana keuntungan dibagi antara kedua
belah pihak. Peserta mendapatkan bagian dari keuntungan yang
dihasilkan dari investasi dana asuransi, sementara perusahaan asuransi
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BAB 5
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI’AH (BPRS)

Natoil, S.Ag., MM
STIE SEMARANG

A. PENGERTIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI’AH (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank
yang dibawahi oleh dewan kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan
ekonominya berdasarkan Syariah, tanpa menghalalkan bunga yang dianggap
sebagai Riba. Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) berorientasi pada masyarakat
ditingkat menengah ke bawah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
beroperasi berdasarkan Undang-undang Nomor: 07 tahun 1992 tentang
Perbankan disebutkan dan Peraturan pemerintah (PP) 72 tahun 1992 tentang
bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1
UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU No 1992 tentang Perbankan disebutkan
bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank vyang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia
No.32/36/KEP/DIR 1999, Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan
Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga
intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk
menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini
sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada
umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas
dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya di luar bank. Dalam
menjalankan aktivitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi
kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabung,
pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah
masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari dari
pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah
yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas bank: umum syariah (BUS), bank pembiayaan
rakyat syariah (BPRS).



BAB 6
PEGADAIAN SYARIAH (RAHN)

Ni’ma Khoirunnisa, S.E., M.E
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru

A. PENGERTIAN GADAI

Gadai adalah perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai
agunan dari fasilitas pembayaran atau pinjaman sejumlah uang yang
diberikan. Dalam kamus besar bahas Indonesia, gadai didefinisikan sebagai
pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang
sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang
itu menjadi hak yang memberi pinjaman (KBBI, 2016: 24). Gadai merupakan
perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai
tanggungan utang. (Zuhdi, 1996: 123)

Perjanjian gadai dalam Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan
sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut Bahasa berarti
“tetap, berlangsung dan menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti
menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai
tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau
sebagian utang dapat diterima (Basyir, 1983: 50).

Pengertian gadai atau rahn yang dikutip dari pendapat M. Syafi'i
Anotonio (1999:213), Rahn adalah menahan salah satu harta milik si
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijaminkan
dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dengan bahasa
sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan atas
hutang.

Menurut Imam Tagiyyuddin, barang-barang yang dapat dijadikan jaminan
utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua
barang yang dapat dijual itu bisa di gadaikan. Ar-Rahn adalah menahan salah
satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik
peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan
barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang
menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh
atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang
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BAB 7
BAITUL MAL WAT TAMWIL

Rully Ginanjar Anggadinata, SE., ME
STAI Persatuan Islam Garut

A. PENDAHULUAN

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan
mikro syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia. BMT berperan
penting dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil dan
menengah, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh lembaga
keuangan konvensional. Keberadaan BMT bukan hanya sebagai lembaga
keuangan semata, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah
(Antonio, 2001: 45).

Peran BMT dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan. Dengan
menggunakan prinsip-prinsip syariah, BMT tidak hanya menawarkan solusi
keuangan yang berbasis pada keadilan dan kemitraan, tetapi juga mendorong
inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan (Ascarya, 2010: 32). Sebagai
lembaga keuangan yang mengkombinasikan fungsi baitul mal (fungsi sosial)
dan Baitut Tamwil (fungsi komersial)), BMT mampu menciptakan
keseimbangan antara tujuan sosial dan tujuan ekonomi (Buchori, 2005: 21).
Namun, meskipun peran BMT sangat penting, masih terdapat banyak
tantangan yang dihadapi oleh BMT dalam operasionalnya. Tantangan-
tantangan tersebut meliputi masalah permodalan, manajemen, dan regulasi.
Selain itu, keberadaan BMT juga menghadapi persaingan yang ketat dari
lembaga keuangan konvensional dan fintech yang semakin berkembang
(Hidayat, 2012: 76). Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan
komprehensif terhadap BMT guna memahami kontribusi, tantangan, dan
peluang yang ada.

B. SEJARAH BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang
berbasis syariah yang telah memainkan peran penting dalam perekonomian
Indonesia. Sejarah BMT di Indonesia berawal dari kebutuhan akan lembaga
keuangan yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah serta
memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah.
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BAB 8
PASAR MODAL SYARIAH

Happy Febrina Hariyani, S.P., M.Si
Universitas Muhammadiyah Malang

A. DEFISINI PASAR MODAL SYARIAH

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip
syariah Islam, di mana setiap transaksi dan mekanisme harus sesuai dengan
tuntunan syariah (Yagin, 2010). Pasar ini mencakup aktivitas investasi,
pembelian, dan penjualan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan
reksa dana yang memenuhi kriteria syariah. Menurut Undang-undang Nomor
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), pasar modal itu sendiri adalah
kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan Efek. Terminologi pasar modal syariah dapat
diartikan sebagai kegiatan yang diatur dalam UUPM dan sesuai dengan
prinsip syariah. Pasar modal syariah berada pada sistem yang sama secara
keseluruhan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa
karakteristik produk dan mekanisme transaksi yang berbeda yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Transaksi dalam pasar modal syariah harus sesuai dengan nilai-nilai dan
aturan-aturan Islam. Dalam konteks ini, prinsip syariah merujuk pada hukum
Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur seluruh
aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan yang ada di
pasar modal syariah. Selanjutnya, pada ulama menafsirkan sesuai dengan
kedua sumber hukum tersebut yang kemudian disebut ilmu figih Dimana di
salah satu pembahasannya membahas tentang kegiatan muamalah, yaitu
hubungan sesama manusia terkait perniagaan. Atas dasar itu, kegiatan pasar
modal syariah dikembangkan dengan landasan figih muamalah. Terdapat
kaidah dalam figih muamalah yang menyatakan bahwa semua bentuk
muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.
Prinsip inilah yang menjadi landasan pasar modal syariah di Indonesia. Oleh
karena itu, semua instrumen dan mekanisme dalam pasar modal syariah
harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah, memastikan
bahwa transaksi yang dilakukan adalah halal (diperbolehkan) dan bebas dari
unsur-unsur yang diharamkan.



3. Mengapa diversifikasi portofolio di pasar modal syariah dianggap penting?
Berikan contoh produk investasi syariah yang mendukung diversifikasi ini.

4. Bagaimana peran lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional
(DSN) dalam mengatur dan memastikan kepatuhan pasar modal syariah
terhadap prinsip-prinsip syariah?

5. Apa manfaat utama dari prinsip bagi hasil (profit sharing) dalam investasi
pasar modal syariah dibandingkan dengan sistem bunga dalam pasar
modal konvensional?

DAFTAR PUSTAKA

(OJK), O. J. K. (2023). Pasar Modal Syariah. https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-
modal/pages/syariah.aspx

Azakia, K., Supandi, A. F., Ramadhani, K., & Dani, F. U. (2020). Risiko, Return
Investasi dan Kinerja Saham (Studi Perbandingan Volatilitas Harga
Saham Syariah dan Konvensional Dengan Menggunakan Model Garch).
At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 11(2), 135.
https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3932

Yagin, M. A. (2010). KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP
PEMBANGUNAN HUKUM PASAR MODAL NASIONAL. LAW REFORM,
6(1), 97. https://doi.org/10.14710/Ir.v6i1.12506

Pasar Modal Syariah | 113



BAB 9
LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM
(FILANTROPI ISLAM)

Nisa Septiani, S.E., M.M.
STIE Gema Widya Bangsa

A. PENGERTIAN FILANTROPI ISLAM (LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL

ISLAM)

Istilah filantropi berasal dari bahasa philanthropia atau dalam bahasa
Yunani philo dan anthropos yang berarti cinta manusia. Dengan begitu,
Filantropi bermakna cinta kepada sesama manusia dalam artian peduli pada
kondisi manusia lainnya. Adapun aksi dari Filantropi ini kemudian diwujudkan
dengan perilaku dermawan dan kecintaan pada sesama.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sesuai dan sepadan dengan
filantropi adalah “kedermawanan sosial”, istilah ini sebenarnya hampir sama
tidak populer di telinga masyarakat kebanyakan yang lebih paham dengan
istilah dan praktek seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan hadiah.

Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari “loving people”
sehingga banyak dipraktikkan oleh entitas budaya dan komunitas
keberagaman di belahan dunia, sehingga aktivitas filantropi sudah lama
berjalan, bahkan sebelum islam, dikarenakan wacana tentang keadilan social
sudah berkembang. Sedangkan secara terminologi, filantropi tidak dikenal di
awal Islam, sekalipun belakangan para akademisi memberikan terminologi
padanannya seperti, al-ata’ al ljtima’i (pemberian sosial), al takaful al insani
(solidaritas kemanusiaan), ata’ khayri (pemberian untuk kebaikan), al-birr
(perbuatan baik) dan shadaqah (sedekah). Artinya, filantropi Islam dalam
makna yang lebih luas yakni untuk memahami kebaikan yang kadangkala
tanpa perlu mengenal budaya, rasa, social, atau bahkan agama di saat
seseorang ingin melakukan kebaikan di manapun dan kapanpun ia berada.

Secara kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam
yang termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS dan wakaf. Sebab dalam
ajaran Islam, ZIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering
digunakan secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama
yakni berderma (filantropi). Hal tersebut didasarkan pada Al Qur’an surat At-
Taubah ayat 608, meski tidak mengintrodusir istilah zakat yang sudah
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BAB 10
LEMBAGA AMIL ZAKAT

Triana Apriani, SHI, ME
STAI Pelita Nusa Bandung Barat

A. PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini bukan untuk membahas definisi zakat,
hukum-hukum zakat ataupun penjelasan zakat secara global, tapi dalam bab
ini membahas tentang Sejarah dibentuknya lembaga amil zakat, regulasi,
tujuan beserta tugas-tugasnya seorang amil zakat. Karena kalau membahas
secara keseluruhan tidak akan cukup satu bab, melainkan harus satu buku,
sedangkan mengenai Lembaga Amil Zakat merupakan bagian dari Lembaga
Keuangan Syariah. Sesuai dengan judul buku yang sedang anda baca ini.

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat

Zakat pertama kali diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Sejarah
pengelolaan zakat dimulai pada masa Rasulullah Muhammad saw dan para
sahabat, dan dengan penerapan yang terus berkembang dari masa ke masa.
Ada tiga bentuk pengelolaan zakat di banyak negara dan komunitas muslim
diberbagai dunia dengan dasar fikih masing-masing.

Bentuk pertama, pengelolaan dilakukan secara penuh oleh negara,
Masyarakat tidak diperkenankan mengelola zakat. Negara-negara dalam
kategori ini umumnya adalah negara yang mengadopsi Islam, diantaranya
Arab Saudi, Bahrain, Brunei, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Sudan, Uni
Emirat Arab, dan Yordania.

Bentuk kedua, praktik zakat diatur oleh negara, dan negara memberikan
ruang bagi Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.
Negara dalam kategori ini meliputi Bangladesh, Indonesia, Kazakhstan,
Lebanon, Malaysia, Mesir, Maroko, Oman, dan Singapura.

Bentuk ketiga, negara sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan dan
pengaturan praktik zakat. Pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan atas
inisiatif dari Masyarakat, sedangkan pemerintah tidak mengatur maupun
melarang praktik zakat dinegara tersebut. Negara dalam kategori ini meliputi
Afrika Selatan, Bosnia, dan Turki.



Petugas Amil Zakat harus profesional, amanah, akuntabilitas, keadilan,
azas kemanfaatan dan tepat sasaran. sehingga zakat yang dihimpun maupun
didistribusikan bisa ditunaikan sesuai visi besarnya dalam mengentaskan
kemiskinan dan mensejahterakan Masyarakat sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
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BAB 11
LEMBAGA WAKAF

Ali Wardana, S.E.l., M.E.Sy
STAI Al Azhar Pekanbaru

A. PENGANTAR

Kita telah sering mendengar istilah wakaf, sebagai salah satu bentuk
ibadah shadagoh dalam Islam selain dari Zakat, Infak dan Sedekah. Bahkan
wakaf identik dengan bentuk dari Shadagoh Jariyah, yang pahalanya akan
mengalir terus menerus walaupun wagif (si pemberi wakaf) telah meninggal
dunia (wafat). Namun, pengelolaan harta wakaf terutama di Indonesia belum
berjalan dengan optimal terutama melalui kelembagaan resmi masyarakat
Islam ataupun yang ditunjuk oleh pemerintah. Pengelolaan harta wakaf
sesuai peruntukkannya melalui penerima wakaf ataupun nazhir (mauquf
‘alaih) masih banyak dilakukan oleh perorangan, pengurus masjid, pengurus
sosial kemasyarakatan dan kelompok atau organisasi masyarakat Islam
lainnya. Hal ini menyebabkan harta wakaf tidak berkembang kemanfaatannya
secara optimal (stagnan), dan bahkan terdapat indikasi bahwa harta wakaf
bisa hilang, di ambil kembali oleh ahli waris wagqif ataupun dikuasai sepihak
oleh si penerima wakaf serta di pindahkan kepemilikannya menjadi harta
atau asset pribadi, dan bukan lagi sesuai dengan tujuan peruntukkan wakaf
sesuai syariat (hukum) Islam, yakni untuk kepentingan atau kemaslahatan
umum (masyarakat/umat Islam).

Untuk itu, sebagai umat Islam kita harus memahami ilmu tentang wakaf
ini sebagai bagian dari Ibadah sosial ekonomi dalam syariat dan muamalah
Islam. Terutama sebagai pelajar atau akademisi ekonomi Islam, kita harus
memahami secara mendalam terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah
(LKS), termasuk Filantropi Keuangan Syariah (FKS), yang bersifat non profit
seperti Lembaga Wakaf. Untuk memahami Lembaga Wakaf, maka terlebih
dahulu kita wajib memahami wakaf secara konsep dan teoritis dalam
perspektif Figih Islam, baik dalam pandangan figih klasik maupun dalam
pandangan figih kontemporer. Selanjutnya barulah kita memahami
implementasinya di tengah masyarakat terutama di wilayah Kesatuan Negara
Republik Indonesia (NKRI) dengan kekhasan masyarakat Islamnya.
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BAB 12
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN
LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

Dr. Juanda, SE, MM
MA Darul Ulum/UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A. OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)
1. Latar Belakang Pembentukan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk sebagai respons atas Kkrisis
keuangan global yang mempengaruhi Indonesia pada tahun 2008.
Sebelumnya, pengaturan sektor keuangan di Indonesia terfragmentasi di
antara beberapa lembaga pengawas, seperti Bank Indonesia (Bl) untuk
perbankan, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk pasar modal, dan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan. Fragmentasi
ini menyebabkan ketidakpastian hukum, celah pengawasan, dan koordinasi
yang kurang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Krisis keuangan global tahun 2008 menunjukkan pentingnya pengaturan
yang komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan kompleks
dalam sektor keuangan. Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia
memutuskan untuk menyatukan fungsi pengawasan dan regulasi keuangan di
bawah satu otoritas tunggal, yang kemudian menjadi OJK.

OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mulai berlaku pada 31 Desember 2011.
Pembentukan OJK bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang lebih
efektif, memperkuat stabilitas sistem keuangan, meningkatkan perlindungan
konsumen, dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan keuangan.

Sebagai satu-satunya otoritas pengawas dan regulator di sektor keuangan,
OJK bertanggung jawab atas pengawasan, regulasi, dan pengembangan
industri keuangan yang sehat dan stabil. OJK memiliki wewenang untuk
mengeluarkan kebijakan, menetapkan standar, melakukan pengawasan, dan
memberikan sanksi terhadap pelanggaran di sektor keuangan.

Dengan terbentuknya OJK, diharapkan bahwa sektor keuangan Indonesia
akan menjadi lebih teratur, stabil, dan dapat menghadapi tantangan yang
kompleks dalam perekonomian global. OJK menjadi garda terdepan dalam
menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan Indonesia, serta melindungi
kepentingan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Secara umum
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Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan
yang sangat pesat dan berkesinambungan. Kemajuan tersebut meliputi
berbagai dimensi seperti berkembangnya bisnis ataupun lembaga lain yang
menggantikan nama berdasarkan syariah. Lembaga keuangan yang berdasar
pada asas-asas Islam muncul dengan penawaran yang baru, yang berbeda
dengan lembaga keuangan konvensional ataupun kapitalis yaitu dengan
memberikan pelayanan yang bernuansa Islami serta sistem bagi hasil yang
khususnya menjadi ciri utama dalam lembaga keuangan Islam. Karena dalam
praktiknya lembaga keuangan yang non-syariah menjalankan sistem bunga
dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, sehingga merasa terbebani
dengan bunga yang dibebankan oleh bank. Namun nasabah tidak mempunyai
pilihan lain untuk mendapatkan pinjaman. Hadirnya lembaga keuangan syariah
memberikan inovasi yang baru dengan tidak membebankan bunga kepada
nasabah, akan tetapi dengan sistem bagi hasil antara nasabah dengan pihak
bank. Dalam segenap aspek kehidupan bermuamalah, dunia Islam mempunyai
sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah
yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis serta dilengkapi dengan al-ljma dan
al-Qiyas.

Al-qur’an mengatur kegiatan bermuamalah bagi orang-perorang dan
kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit
dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan
tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli
yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam al-Qur’an mengakui, bahwa
praktek perundang-undangan dalam kitab suci selalu berhubungan dengan
transaksi bermuamalah. Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi
itu sangat penting menurut al-Qur’an. Lembaga keuangan syariah merupakan
salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi
Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan
bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaannya harus
dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia),
serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam
menjalankan bisnis, lembaga keuangan syariah juga tidak terlepas dari
penyaringan kesyariahan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak
akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal
yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat
luas, berkaitan dengan perbuatan asusial, perjudian, peredaran narkoba,
senjataillegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.
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